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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

Menimbang

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka mencapai sasaran reformasi

birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel,
birokrasi yang efextif dan efisien, dan birokrasi yang
memiliki  pelayanan publik  berkualitas, perlu
menyusun road map reformasi birokrasi yang akan
menjadi panduan bagi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
untuk melakukan langkah-langkah nyata
memperbaiki kualitas birokrasi pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun

2015-2019;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4616);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 700);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun
2015-2019 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian
Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun
2015-2019  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan penjabaran rencana pelaksanaan reformasi
birokrasi yang akan menjadi panduan pengelola
reformasi birokrasi untuk melakukan langkah-langkah
konkrit memperbaiki kualitas reformasi birokrasi
pemerintahaan yang bersih dan akuntabel melalui 8
(delapan) area perubahan dan 1 (satu) program quick

wins.

Pasal 3
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun
2015-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Koordinator ini.

Pasal 4
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1510

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

\\
Y. B. Satya Sananugraha



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

I. PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

1.1. Reformasi Birokrasi dan RPJMN 2015-2019
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi merupakan kerangka
dasar strategi pembangunan nasional dalam proses perwujudan tiga dimensi
pembangunan, yaitu dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi
Pembangunan Sektor Unggulan, dan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1.1. Dengan demikian, pelaksanaan
reformasi biro krasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung
pencapaian target-target pembangunan nasional secara optimal.
Reformasi Birokrasi merupakan proses berkelanjutan dan terus menerus
yang dokumennya disempurnakan setiap tahunnya. Pada tahun 2015
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019. Permen ini menegaskan pentingnya keberlanjutan
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang
baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada
periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada
tahapan selanjutnya (2015-2019). Secara umum penguatan Reformasi Birokrasi
periode 2015-2019 mencakup beberapa hal sebagai berikut:
1. Memelihara dan/atau meningkatkan/memperkuat
Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya memelihara dan/atau
meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan,
sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.
2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan
Reformasi birokasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan langkah-
langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek
dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat
berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah
perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, sebagai upaya
untuk mempercepat keberhasilan.
3. Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi pemecahannya
Reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara cepat berbagai
permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.






